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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2014 

TENTANG 

TUGAS DAN FUNGSI ATASE HUKUM  
PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI NEGARA MALAYSIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari pergaulan 
masyarakat internasional, hal ini dimaksudkan untuk 
menyeimbangkan antara pencapaian kepentingan 
nasional dengan kewajibannya sebagai anggota dari 
masyarakat internasional;  

b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan hukum 
warga negara Indonesia yang memerlukan penanganan 
khusus, serta untuk meningkatkan kerja sama di 
bidang hukum dengan negara lain, perlu dibentuk 
atase hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di 
negara Malaysia; 

c. bahwa menindaklanjuti surat persetujuan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor B/2436.1/M.PAN-

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2014, No.1186 2

RB/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan Nomor 
B/1331/M.PAN-RB/3/2014 tanggal 26 Maret 2014 
serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia tentang Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada 
Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 
Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik 
Indonesia di Luar Negeri; 

4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 
SK.65/OR/VI/84/01 Tahun 1984 tentang Pedoman 
Penempatan Atase Pertahanan dan Atase Teknis pada 
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 

5. Keputusan Menteri Luar Negeri 
NomorSK.06/A/OTN/2004/01 Tahun 2004 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik 
Indonesia di Luar Negeri; 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA   TENTANG TUGAS DAN FUNGSI ATASE 
HUKUM PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI 
NEGARA MALAYSIA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Atase Hukum 
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Atase Hukum adalah Pegawai 
Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 
ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI  

ATASE HUKUM 
Pasal 2 

(1) Atase Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Menteri.  

(2) Atase Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional 
dan administratif merupakan bagian dari Perwakilan Republik 
Indonesia di negara Malaysia. 

Pasal 3 

Atase Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerjasama di 
bidang hukum, perlindungan warga negara Indonesia dalam hal 
kewarganegaraan, dan pendampingan dalam proses hukum yang 
memerlukan penanganan khusus. 

Pasal 4 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Atase 
Hukum menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi dalam meningkatkan kerja sama hukum 
dengan Kementerian/Instansi Teknis Negara Penerima meliputi, 
bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, dan 
pemindahan narapidana antarnegara 

b. pemberian fasilitasi hukum  dengan instansi negara Malaysia dan atase 
teknis pada Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia; 

c. pelaksanaan permohonan untuk memperoleh kembali 
kewarganegaraan Republik Indonesia;  
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